
 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI PATI  

NOMOR 50 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN SATUAN 

KERJA PERANGKAT DAERAH DAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018  

 

I. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran  

Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA PPKD serta RBA BLUD 

Tahun Anggaran 2017 dengan  ketentuan sebagai berikut : 

1. RKA SKPD, RKA PPKD dan RBA BLUD disusun berdasarkan Nota 

Kesepakatan Bersama antara Bupati Pati dengan Pimpinan DPRD 

Kabupaten Pati Nomor: 09/VII/NK/2017 dan Nomor: 11/VII/NK/2017 

tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 serta Nomor: 

10/VII/NK/2017 dan Nomor: 12/VII/NK/2017 tentang Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2017. 

 

2. Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada 

angka (1) melalui aplikasi SIMDA yang terdiri dari : 

a.  RKA SKPD (Ringkasan Anggaran Satuan Kerja); 

b.  RKA SKPD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan); 

c.  RKA SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung); 

d.  RKA SKPD 2.2 (Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut 

Program dan per Kegiatan); 

e.  RKA SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung); 

f. RKA PPKD (Ringkasan Anggaran Satuan Kerja); 

g. RKA PPKD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan); 

h. RKA PPKD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung); 

i.  RKA PPKD 3.1 (Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah); 

j.  RKA PPKD 3.2 (Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah). 

 

 



 

3. Cara penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran 2018 

berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a.  RKA SKPD disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran 

jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran 

berdasarkan prestasi kerja; 

b. RKA SKPD disusun berdasarkan pada Indikator Kinerja, Capaian 

atau Target Kinerja, Analisa Standar Belanja, Standar Satuan Harga 

dan Standar Pelayanan Minimal; 

c. RKA SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk 

masing-masing Program dan Kegiatan serta rencana pembiayaan 

untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk 

tahun berikutnya. 

d. Hal-hal sehubungan tata cara penyusunan RKA SKPD dan RKA 

PPKD tersebut berpedoman pada ketentuan Lampiran Surat Edaran 

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan. 

 

4. RBA BLUD Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Nota 

Kesepakatan Bersama sebagaimana angka 1. 

 

5. Penyusunan RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 4 memuat : 

a. Kinerja tahun berjalan; 

b. Asumsi makro dan mikro; 

c. Target kinerja; 

d. Analisas dan perkiraan biaya satuan; 

e. Perkiraan harga; 

f. Anggaran pendapatan dan biaya; 

g. Besaran prosentase ambang batas; 

h. Prognosa laporan keuangan; 

i. Perkiraan maju (forward estimate); 

j. Rencana pengeluaran investasi/modal; 

k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA 

SKPD/APBD. 

 

6. Dalam penerapan PPK-BLUD yang harus diperhatikan antara lain : 

a. Bagi SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD 

dalam menyusun RKA dalam APBD beserta RBA menggunakan 

format Rencana Bisnis dan Anggaran. 



 

b. Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA dan RBA mengikuti 

tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD. 

c. Dalam penyusunan RKA SKPD BLUD yang sumber pendanaannya 

berasal dari Pendapatan dan Surplus BLUD dirinci dalam 1 (satu) 

Program, 1 (satu) Kegiatan, 1 (satu) Output dan Jenis Belanja, 

sedangkan untuk melaksanakan konsolidasi dengan RKA SKPD pada 

belanja modal agar disusun sesuai dengan obyek belanja 

berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah 

diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sehingga 

memudahkan pengukuran, pengakuan dan pencatatan aset sesuai 

ketentuan Pemendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013. 

d. SKPD atau unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD 

dalam penyusunan, pengajuan, penetapan, Perubahan RBA dan DPA 

BLUD berpedoman pada PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana 

telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 dan Permendagri 

Nomor 61 Tahun 2007. 

  

II. Pokok - Pokok Kebijakan Penyusunan RKA SKPD  

Pokok-pokok kebijakan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 

Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah serta 

pembiayaan daerah adalah sebagai berikut : 

A. Ketentuan Umum 

1. Kode rekening program dan kegiatan dari semua urusan 

pemerintahan sudah ditambah dengan usulan kode rekening dan 

numenklatur program dan kegiatan dari SKPD serta kode rekening 

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, dapat dilihat pada 

Simda Tahun Anggaran 2018.  

2. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus 

dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output 

yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk 

menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang 

direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil. 

Untuk menganalisa tingkat kewajaran biaya setiap program dan 

kegiatan, wajib menggunakan Analisa Standar Belanja (ASB) 

sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 

2007 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Pati.  



 

3. Penyusunan anggaran belanja pada RKA SKPD wajib berpedoman 

pada Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Nomor 

26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta 

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan 

Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga 

Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2018. 

4. Alokasi plafon anggaran sementara berdasarkan Program dan 

Kegiatan masing-masing SKPD sebagaimana tertuang dalam Bab III 

huruf A. Tabel III.1 dan Huruf B. Nota Kesepakatan Bersama antara 

Bupati Pati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati Nomor: 

10/VII/NK/2017 dan Nomor: 12/VII/NK/2017 tentang Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan 

urusan, tugas pokok dan fungsi berdasarkan pembagian kewenangan 

pemerintahan yang diselenggarakan oleh setiap SKPD merupakan 

pagu tertinggi. 

 

B. Pendapatan Daerah 

1. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan jumlah bruto, 

tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka 

menghasilkan pendapatan tersebut.  

2. Dalam merencanakan target PAD supaya mempertimbangkan kondisi 

realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan 

ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan 

daerah serta ketentuan peraturan perundang-perundangan terkait. 

3. Peningkatan PAD dengan tidak menetapkan kebijakan yang 

memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat 

ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi 

pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan 

wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan 

pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti 

dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan 

pelayanan. 

 



 

4. Pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan 

daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan 

modal tersebut.  

5. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 

dari penjualan merupakan pendapatan asli daerah.   

6. Tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa 

termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai 

akibat penyimpanan dana pada bank merupakan pendapatan asli 

daerah. 

7. Penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah yang tidak 

dipisahkan, merupakan pendapatan asli daerah, termasuk dalam hal 

ini adalah sewa pemakaian tanah , sewa los/kios, sewa alat-alat 

berat, sewa workshop, sewa gedung/aula/asrama, sewa kantin, sewa 

laboratorium, sewa tempat penginapan,  sewa tempat rekreasi, sewa 

tempat olah raga, pembongkaran trotoar, lelang bondo kelurahan, 

dan sebagainya. 

8. Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan 

dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan pada 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 

9. Penerimaan dari RSUD “RAA Soewondo” selaku Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) dicantumkan pada jenis pendapatan Lain - 

lain PAD yang Sah dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

10. Penerimaan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 

dicantumkan pada jenis Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dan 

pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah 

dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ 

tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. 



 

11. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan 

Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD 

Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan 

dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, 

Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan 

Negeri sesuai kode rekening berkenaan, sesuai Permendagri Nomor 

33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2018. 

 

C. Belanja Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan 

konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas 

organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai 

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan 

dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar 

teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan 

wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan 

pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan 

standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk 

mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target 

capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan 

kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan 

dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap 

kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan 

pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target 

capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja 

perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan 

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan 

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan 

kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta 

memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari 

program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok 

ukur dan target kinerjanya.  



 

a. Belanja Tidak Langsung 

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut :  

1) Belanja Pegawai  

a)  Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri 

Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta memperhitungkan rencana 

kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji 

ketiga belas dan gaji keempat belas.  

b)  Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 

2018.  

c)  Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji 

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi 

pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 

maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah 

belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.  

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD 

serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 

dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.  

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk 

pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan 

bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan 

Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan 

jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak 

diperkenankan dianggarkan dalam APBD. 

 

 



 

 

 

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan 

kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan 

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.  

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan 

kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta 

Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD 

disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil 

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan 

persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan 

kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan 

Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.  

g)  Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 

69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

h)  Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan 

Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah 

Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 

melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan 

Kabupaten/Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis 

Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek 

belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.  

 

 

 



 

 

2) Belanja Hibah  

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD 

mempedomani Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah yang bersumber APBD 

sebgaimana telah bebebrapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Hibah yang bersumber APBD, yang telah 

disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain 

di bidang hibah dan bantuan sosial. 

 

3) Belanja Bantuan Sosial  

Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD 

mempedomani Pertauran Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang 

bersumber dari APBD, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 

ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan 

perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. 

 

 

 



 

4) Belanja Bagi Hasil Pajak  

a) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja 

bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 

pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari 

pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara 

penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut 

memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan 

retribusi pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan 

target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada 

pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah 

Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2018. 

 

b) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak 

daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah 

kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dan 

retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar 

nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku 

penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.  

 

5) Belanja Bantuan Keuangan  

a) Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi 

belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan 

dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun 

Anggaran 2018.  



 

 Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada 

pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia 

dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan 

keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar 

daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.  

 Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan 

bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum 

digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan 

menggunakan formula antara lain variable : pendapatan 

daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas 

wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. 

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk 

membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah 

Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. 

Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus 

ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. 

 

b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan 

dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis 

belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan 

kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai 

politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran 

bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik. 



 

 

 

c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, 

pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana 

untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis 

belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam 

APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi 

Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja 

bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% 

(sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh 

kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah 

dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan 

ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. 

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat 

memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah 

desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari 

aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan 

keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan 

daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan 

keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan 

sesuai kode rekening berkenaan. Dalam rangka optimalisasi dan 

efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke 

rekening kas desa, Pemerintah Daerah selaku pemegang 

saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD 

Lembaga Keuangan Perbankan. 

 



 

 

 

6) Belanja Tidak Terduga  

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional 

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan 

kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat 

diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah 

Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk 

mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 

diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat 

bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, 

kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam 

bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, 

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya. 

 

b.  Belanja Langsung 

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program 

dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program 

dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada 

kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap 

program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait 

pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan 

regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan 

untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada 

analisis standar belanja dan standar satuan harga dan biaya 

Pemerintah Kabupaten Pati. 

 

 

 



 

 

2) Belanja Pegawai  

a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, 

penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan 

efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan 

dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD 

dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada 

pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam 

kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata 

terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan 

memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD 

sesuai ketentuan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut.  

b)  Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam 

jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian 

obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran 

honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan 

dengan keputusan Kepala Daerah.  

c) Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam 

kegiatan dibatasi hanya pada bidang yang melakukan fungsi 

pengelolaan keuangan dan/atau barang pada SKPD dan SKPKD 

(DPPKAD), fungsi pengawasan (Inspektorat), fungsi keamanan 

dan ketertiban (Satpol PP), serta honorarium kegiatan yang 

menghasilkan keluaran kebijakan yang berskala Daerah 

termasuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan 

Keputusan Bupati, dan frekuensinya sesuai dengan kewajaran 

beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan 

besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

d) Tidak diperkenankan adanya pemberian uang lembur. 

e) Tidak diperkenankan pemberian tali asih pada PNS yang 

memasuki purna tugas. 

 



 

3) Belanja Barang dan Jasa  

a)  Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan 

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang 

besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.  

b)  Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, 

pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan 

oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.  

c)  Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka 

pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau 

penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut 

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode 

rekening berkenaan.  

d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan 

kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta 

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun 

Anggaran 2017.  

e)  Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan 

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS 

hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan 

kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up 

sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 

(satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan 

kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan 

pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada 

Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum 

Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat. 

 

 



 

 

f)  Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, 

Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan 

Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan 

jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 

101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi 

cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang 

bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan 

kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi 

pelayanan kesehatan.  

g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada 

masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan 

masing-masing peraturan daerah.  

h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan 

pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 

298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta 

peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan 

bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan 

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun 

anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga 

beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. 

 



 

i)  Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan 

kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri 

maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, 

frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan 

target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan 

dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan 

kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-

undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri 

berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan 

Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.  

j)  Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan 

daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus 

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau 

lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:  

(1)  Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya 

riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk 

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali 

kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 

pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan 

fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.  

(2)  Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  

(3)  Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  

(4)  Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan 

fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang 

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga 

puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan 

sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan 

dibayarkan secara lumpsum.  

(5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara 

lumpsum. 

 



 

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran 

serta rasionalitas.  

k)  Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang 

mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja 

perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas 

dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang 

ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.  

l)  Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan 

pengembangan sumber daya manusia bagi:  

(1)  pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;  

(2)  pimpinan dan Anggota DPRD; serta  

(3)  unsur lainnya seperti tenaga ahli,  

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah 

provinsi/kabupaten yang bersangkutan.  

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, 

sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar 

daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan 

aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, 

kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan 

penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi 

dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib 

anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.  

m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan 

dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, 

lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk 

menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula 

yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan 

mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam 

Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.  



 

n)  Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau 

kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan 

pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah.  

o) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) Puskesmas mempedomani Peraturan Presiden 

Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 

Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 

Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah 

Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Sedangkan yang sudah 

melaksanakan PPK BLUD berpedoman pada PP Nomor 23 Tahun 

2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 

2012 dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. 

 

4) Belanja Modal 

a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal 

pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung 

dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan 

ekonomi daerah. SKPD harus melakukan upaya peningkatan 

alokasi belanja modal.  

b)  Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai 

dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah 

berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, 

bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-

produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan 

pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan 

kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan 

pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD 



 

serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah 

satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran 

untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) 

dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. 

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud 

berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau 

standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri 

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan 

ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus 

penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik 

daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 

tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.  

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, 

pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah 

tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan 

Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal 

Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor 

Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran 

tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas 

dan kualitas pelayanan publik.  

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional 

dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari 

APBD. 

 

 



 

 

 

d)  Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan 

aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi 

aset (capitalization threshold).  

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja 

modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan 

aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 

27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, 

Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan 

PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar 

Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak 

Berwujud Berbasis Akrual.  

e)  Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap 

(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas 

minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan 

memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat 

ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan 

kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud 

dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011.  

 

 

 



 

 

5) Pembiayaan Daerah 

a)  Penerimaan Pembiayaan  

(1)  Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan 

yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan 

perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam 

rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada 

Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak 

tercapainya SiLPA yang direncanakan.  

(2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang 

bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan 

dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang 

pembentukan dana cadangan.  

(3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD 

pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan 

daerah, jenis penerimaan kembali investasi Pemerintah 

Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir 

dari kelompok masyarakat penerima.  

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima 

akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, 

Pemerintah Daerah harus segera melakukan penagihan dana 

bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.  

(4) Pemerintah kabupaten dapat melakukan pinjaman daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang 

pinjaman daerah. Bagi pemerintah kabupaten yang 

berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus 

dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan 

daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 

35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah.  

Bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman 

yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, 

Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga 

Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) 

harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri 



 

Dalam Negeri sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 

Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Daerah 

Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan 

Bank, permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri 

diajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Sedangkan, untuk 

pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar 

Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan 

pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan 

melampirkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran berjalan. Untuk pinjaman jangka pendek 

digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas 

sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 

30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah 

digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak 

menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk 

pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, 

Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan 

lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan 

untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau 

sarana dalam rangka pelayanan publik yang:  

a)  menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan 

bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan 

prasarana dan sarana tersebut;  

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa 

penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya 

dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; 

dan/atau  

c)  memberikan manfaat ekonomi dan sosial. 

 



 

(5)  Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan 

obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau 

investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah 

memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan 

persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  

(6)  Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal 

dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri 

Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam 

Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara 

Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 

301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  

 

b) Pengeluaran Pembiayaan  

(1)  Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah 

Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non 

permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana 

bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, 

kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi 

Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek 

dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.  

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan 

Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau 

Lembaga Keuangan lainnya.  

(2)  Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi 

Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis 

investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang 

independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala 

Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.  

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha 

milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya 

ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan 

modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan 



 

kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah 

tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak 

perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang 

jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi 

jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada 

peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal 

Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan 

modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan 

modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan 

peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.  

(3)  Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor 

dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat 

struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih 

berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk 

BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna 

menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank 

Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio 

(CAR).  

(4) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham 

pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada 

BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham 

menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  

(5) Sejalan dengan kebijakan paket ekonomi pemerintah, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan:  

(a)  Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik 

lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan 

non perbankan, terkait dengan penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM).  

(b)  Pemberian subsidi bunga terhadap KUR daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  



 

(6) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable 

Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan 

pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan 

sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah 

perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), 

Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur 

permodalan tersebut dilakukan dengan menambah 

penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain 

bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.  

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, 

peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem 

penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan 

pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal 

guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air 

minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat 

langsung digunakan sebagai penambahan modal pada PDAM 

dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan 

dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di 

daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu 

Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan 

penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar 

skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum 

sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di 

daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan 

penggabungan PDAM dimaksud.  

(7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna 

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana 

daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.  



 

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan 

daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan 

lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran 

tertentu.  

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran 

menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan 

dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. 

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam 

portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah 

sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014.  

(8) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk 

menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang 

yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.  

(9)  Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit 

anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011.  

 

III. Hal-hal Khusus Lainnya 

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018, selain 

memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga 

memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:  

1. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk 

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai maksud Pasal 

79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan 

dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal 



 

tersebut, Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan peraturan 

daerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.  

Selanjutnya, pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan 

administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, 

baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai maksud Pasal 87A 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Terhadap program dan 

kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani 

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun kewenangan 

Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi :  

a.  Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  

b.  Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di 

bidang Administrasi Kependudukan;  

c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  

d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan;  

e.  Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang 

Administrasi Kependudukan;  

f.  Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian 

urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas 

pembantuan;  

g. Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala 

kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah 

dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang 

bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;  

h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan;  

i.  Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.  

 

2.  Terhadap urusan pemerintahan konkuren :  

a.  pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);  

b.  penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;  



 

c.  penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan 

keamanan hasil perikanan;  

d.  pengelolaan terminal penumpang tipe A;  

e.  penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat 

penimbangan kendaraan bermotor;  

f.  pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas 

pertambangan; dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi 

(Inspektur Migas); dan  

g.  pendidikan tinggi kesehatan;  

tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2018, sepanjang belum 

dianggarkan dalam APBN. 

  

3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah 

Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus 

mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% 

(dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan 

perundang-undangan. 

 

4. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang 

bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur 

daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden 

Nomor 38 Tahun 2015, baik berupa belanja tidak langsung maupun 

belanja langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi 

dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi 

kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, 

yang besaran alokasinya berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. 

 

5. Memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 

2017 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan 

Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam Perubahan APBN 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, 

maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU 

Tahun Anggaran 2018 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak 

tercapainya pendapatan yang bersumber dari DAU dimaksud. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan langkah-langkah :  



 

a. Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan 

yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; 

dan/atau  

b. mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target 

capaian sasaran yang telah ditetapkan. 

 

6. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun 

Anggaran 2018, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa dana 

BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan 

satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus, dan satuan 

pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. 

Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam 

bentuk program dan kegiatan. 

Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 yang 

dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada APBD 

Provinsi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: Bagi Satuan 

Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang 

diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah. 

 

7. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Fisik pada 

bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, yaitu:  

a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, 

digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan 

petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai, dan 

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih 

dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah 

tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 setelah 

dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung 

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2018; atau  

b. untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 

sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada 

bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan 

menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dan 

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.  



 

8. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi 

DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan DAK fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7 

ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan 

Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan 

petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga 

terkait. 

 

9. Pendapatan atas pengembalian DAK Non Fisik yang merupakan koreksi 

pembayaran, dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah dan dibelanjakan 

sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu 

untuk pengeluaran yang didanai DAK Non Fisik pada tahun 

dikembalikannya dana tersebut. 

 

10. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2018 

bagi PAUD yang diselenggarakan Kabupaten/Kota (negeri) dianggarkan 

pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk 

program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan 

oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota 

Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk belanja hibah. 

 

11. Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan 

Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan 

Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan 

dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan. 

 
12. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah 

dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan 

efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 

Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:  

a. daerah lain;  

b. pihak ketiga; dan/atau  

c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 



 

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa 

daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih 

efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program 

dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan 

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis 

Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan 

lainnya. Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama, 

maka masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD 

dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan 

mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah 

daerah. 

 

13. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan badan 

usaha dalam penyediaan infrastruktur agar mempedomani Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan 

Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan 

Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di daerah. 

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran 

Ketersediaan Layanan (Avaibilitiy Payment), agar menyediakan 

anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur 

dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok 

belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek 

belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan, dengan berpedoman 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang 

Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama 

Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Penyediaan 

Infrastruktur. 
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